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. - . i
Bahwa Kedjaksaan diikut-sertakan didalam penelitian
terhadap setiap permohonan pewarga-negaraan (natura-
lisasi), Jang hasilnja oleh Menteri Kehalkiman didja-
dikan bahan untuk menetapkan apakah seseorang wargd
negara asing pemohon pewarga-negaraan Indonesia da-
pat .dikabulkan atau ditolak ) ’

Bahwa untuk meneliti dan menilai setiap pemohon pe=-

‘warga negaraan (naturalisasi) memerlukan kegiatan2

balk jang bertallan dengan operasi maupun Adminis-
trasi Jjang semuanja membutuhkan biaja ; o

Bahwa pewarga-negaraan (naturalisasi) dari seseorang
warga negara asing mendjadl warga negara Republik In-

-donesia’ pada hakekatnja adalah kehendak dan tanggung
“djawab pribadi jang bersangkutan ;

Usul2 - saran serta pendapat dari beberapa Kepala Ke-
djaksaan Tinggl ; -

Instruksi Menteri Sekretaris Negara No. F/III/3008/B=-

'24/65 tanggal 16 September 1965, tentang -Instruks

penjelesalan permohonan warga negara asing untuk men~ °

- djadi Warga Negara Indonesia ;
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Instruksi Menteri/Djaksa Agung No. B.IV/65/I-1045/447
tanggal 27 September 1965, tentang penjelenggaraan -
rormohonan? warga negara asing untuk mepndjadi warga -
negara Republik Indonesia ; - - ‘

Instruksi Djaksa Agung No. 273/C.1./IV/70 tanggal &4
Maret 1970, tentang penjelenggaraan. pexrmohonan2 warga
negara asing untuk mendjadi Warga Negara Republik In~

. donesia j

Instruksi Djaksa Agung No. 179/G/6/70 tenggal 5 Djuni
1970, tentang penjelenggaraan permohonan? wargia negara .
asing untuk mendjadl Warga Negara Republik Indonesia.
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‘Kepala KedJaksaan Negeri diidjinkan memungub
uang sedjumlah Rp.10.000,~ (sepuluh ribu rupiah)
darl setiap ovang asing pemohon pewarganegaraan

'(naturalisasi) jang dimintakan politieke betrouw-

baarheid-nja oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Ko~
djaksasn Jang bersangkubtan - '

Fungutan dimakeud adalah untuk biaja ‘administra-
81 3 . ) ' .
Kepada pemohon jang telah membajar biaja Adminis- .
trasi diberikan tanda terima, na selain dibu-
buhkan nama pemohon, djumlah pungutan dan tanda
sangan penerima, djuga disobutkan "uatul keperlu-—

an biaja Administrasi Eewarg-negaraan"berdhaar—
- Xan Sura eputusan 1in } - :

6.

Surat tanda terima dibuat dalam rangkap 4, asli-
nja diberikan kepada pemohon dan tembusannja dql-
kirimkan kepada Kedjeksaan Tinggi, Ked;jaksaan A=
gung dan untuk arsip Kedjaksaan Negeri ;

Penggunaan biaja Adwministrasi tersebut akan dis-—
tur oleh Djaksa Agung dalam suatu surat edaran
tersendiri . . - )

Kepala Kedjaksaan Negeri dilarang mengadakan pu-

ngutan lein dan atau, menambah djumlah Uang puw-
nguan tersebuts. !

L

Surat Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal dite-
tapkan,- :

DITETATRAN DI : DJAKARTA.
PADA TANGGAL : <%/, MARET 1971.-
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